
 

 

 
 

 
 
 

WALIKOTA PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN 

NOMOR 4 TAHUN 2019 
 

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG 

PAJAK HIBURAN 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PARIAMAN, 
 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 
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a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapat 

Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan 

Pemerintah dan Pembagunan Daerah guna, 

memantapkan terwujudnya Otonomi Daerah yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab; 

b. bahwa masih banyaknya objek pajak yang masih 

belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Pajak Hiburan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pajak Hiburan; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1999 nomor 75,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 

Barat ( Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187 ); 
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4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 204, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5582) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

   
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  

 

dan 
  

WALIKOTA PARIAMAN 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  

 

:   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG 
PAJAK HIBURAN. 

 
 

 
Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pajak Hiburan  (Lembaran Daerah Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 128) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 
 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggara 

hiburan. 

(2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. 
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(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi  : 

a. tontonan film 

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 

d. pameran; 

e. sirkus, akrobat, dan sulap;  

f. permainan bilyar, boling; 

g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 

h. panti pijat, refleksi, tempat mandi uap/spa, pusat kebugaran 

(fitness center); 

i. pertandingan olah raga meliputi Bola kaki, futsal, basket, volly, 

dayung sampan; 

 

(4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 

yang tidak dipunggut bayaran meliputi hiburan dalam rangka 

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan lingkungan 

pendidikan.  

 

2. Pasal 32 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. 

 

 
Ditetapkan di Pariaman 

pada tanggal 15 Mei 2019 
     

   WALIKOTA PARIAMAN     
         
      d.t.o 

 
 GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman 

pada tanggal  15 Mei 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, 

 
 
        d.t.o 

 
         INDRA SAKTI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 4 
NOREK PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA 

BARAT: (4/47/2019). 
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PENJELASAN 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN 

NOMOR 4 TAHUN 2019 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG 
PAJAK HIBURAN 

 

I. UMUM 

 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus dapat 

berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada 

pemerintah pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai 

kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui 

 

sumber-sumber pendapatan asli daerah. 

 

  Bahwa dengan adanya penambahan objek pajak hiburan, maka perlu 

dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 223 

 

 


